
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.864, 2018 KEMENDAG. Dana Tugas Pembantuan APBD 2018. 

Perubahan Kedua.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 70 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  NOMOR 

35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI 

KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI 

MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan/revitalisasi sarana 

perdagangan telah terjadi perubahan penugasan gubernur 

atau bupati/wali kota untuk pelaksanaan kegiatan 

pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang 

didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran 

pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018 

terkait dengan usulan baru, alokasi anggaran, dan/atau 

lokasi pasar pada Kabupaten Aceh Utara, Kota 

Lhokseumawe, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh 

Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Serdang 

Bedagai, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lampung Timur, 

Kabupaten Pesawaran, Kota Tasikmalaya, Kabupaten 

Subang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kabupaten 
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Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, 

Kabupaten Batang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten 

Blora, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kudus, Kota 

Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Malang, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Lembata, 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kutai 

Kertanegara, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, 

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kutai Timur, 

Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang 

Mongondow, Kabupaten Wajo, Kabupaten Minahasa Utara, 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, 

Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten 

Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten 

Luwu, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara, 

Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Morowali, Kabupaten 

Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai 

Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Kolaka 

Utara,Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara, 

Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten 

Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten 

Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, 

Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, 

Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka 

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas 

Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran2018 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau 

Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan 
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Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

yangDidanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6138); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 

Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 

14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
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Perbelanjaan dan Toko Modern; 

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Tahun 2018 Nomor 33); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 660); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-

DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan 

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 

melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-

DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomnor 784) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-

DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara 
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